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[<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan

Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam

memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs

KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan

peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di

Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase

Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang

Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam

permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the

request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts

in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global

Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other

regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central

Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999

in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that

Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any

misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future.
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